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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018, 

meskipun peran korban dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi the dull 

normals dan the acquisitive yang secara viktimologis berkontribusi pada 

terjadinya viktimisasi primer berupa penipuan maupun viktimisasi 

sekunder berupa pembunuhan berencana, Majelis Hakim tidak secara 

tegas memasukkan peran korban tersebut sebagai faktor yang 

meringankan pidana bagi terdakwa Muslimin alias Limin bin Lattang. 

Ketiadaan pertimbangan demikian tidak dapat dilepaskan dari struktur 

hierarki pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia, 

di mana Mahkamah Agung sebagai judex juris pada tingkat kasasi 

sepenuhnya bergantung pada konstruksi fakta yang telah dibangun oleh 

Pengadilan Negeri sebagai judex facti. Oleh karena Hakim Tingkat 

Pertama pada Pengadilan Negeri Batang tidak mempertimbangkan peran 

korban dalam penjatuhan pidana, maka Hakim Agung pada tingkat kasasi 

pun tidak memiliki landasan faktual untuk mengoreksi atau mengisi 

kekosongan pertimbangan tersebut, mengingat kewenangannya dibatasi 

pada pemeriksaan kesesuaian penerapan hukum dan bukan pada 

penilaian ulang fakta persidangan.  

Dalam kerangka pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah 

Agung lebih mengutamakan pemenuhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP 

yang ketentuannya secara substansial dipertahankan dalam Pasal 459 UU 
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No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, 

bobot kesalahan pelaku, serta prinsip keadilan substantif yang 

berorientasi pada penghukuman atas perbuatan yang terbukti secara sah 

dan meyakinkan. Padahal, apabila dianalisis secara menyeluruh, 

interaksi awal antara korban dan pelaku yang dilandasi oleh kepercayaan 

korban terhadap klaim mistis terdakwa serta motivasi memperoleh 

keuntungan finansial yang tidak realistis sesungguhnya membentuk 

rantai kausalitas yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dinamika 

kejahatan. Pendekatan yang ditempuh dalam putusan ini mencerminkan 

paradigma retribusi pidana yang masih berpusat pada pelaku (offender-

centered), di mana kontribusi korban hanya diuraikan sebagai bagian dari 

narasi fakta non-yuridis tanpa memperoleh dampak normatif terhadap 

penentuan vonis. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 

54 UU No. 1 Tahun 2023 yang mewajibkan pertimbangan atas pengaruh 

tindak pidana terhadap korban, serta Pasal 70 ayat (1) huruf (h) yang 

membuka ruang bagi peran korban sebagai keadaan yang meringankan, 

belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan, terlebih 

mengingat bahwa Pasal 70 ayat (2) sendiri secara normatif menutup 

penerapannya dalam perkara yang diancam dengan pidana lima tahun 

atau lebih — sebagaimana halnya pembunuhan berencana yang diatur 

dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 459 KUHP Nasional dan menjadi pokok 

perkara dalam putusan ini. 
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B. Saran 
Dalam kerangka penelitian ini, hakim sebagai ujung tombak 

penegakan hukum perlu meningkatkan sensitivitas terhadap dimensi 

viktimologis dengan tidak hanya memandang korban sebagai objek pasif, 

tetapi sebagai subjek yang dapat berperan dalam dinamika terjadinya 

tindak pidana; karena itu, pertimbangan putusan seyogianya secara 

ringkas namun eksplisit menjelaskan ada tidaknya peran korban,  

bagaimana peran tersebut dinilai, dan alasan dijadikan atau tidak 

dijadikan faktor yang meringankan, sambil tetap menjaga agar analisis 

tersebut tidak bergeser menjadi victim blaming dan tetap berpegang pada 

prinsip proporsionalitas pemidanaan sehingga keadilan substantif bagi 

pelaku maupun korban tetap terjamin. 
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